¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 273 Sinjai
Email : set.sinjai@bawaslu.go.id

Website

Nomor
Sifat

: sinjai.bawaslu.go.id

: 099/HK.01.00/K.SN-16/09/2024 Sinjai, 6 September 2024
: Segera

Lampiran : -

Hal

Yth.

: Imbauan larangan Keterlibatan Pejabat dan Karyawan
Grub Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pada Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024
Di Wilayah Kabupaten Sinjai

Pejabat dan Karyawan Grub Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Di Wilayah Kabupaten Sinjai

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tengtan Perubahan
atas peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.Yang terjadi
Secara Terstruktur,Sistematis ,Dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, | Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-560/10/2023
Tentang Keterlibatan Direksi,Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Dan Karyawan Grub
Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum,Pemilihan Kepala
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Daerah dan/atau sebagai Pengurus Partai Polotik atau Pejabat kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkanya peraturan komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 serta dalam rangka
mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 yang bermartabat dan berkualitas dengan
menjalankan tugas pencegahan Pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksanya pemilihan
yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil
sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, serta Walikota Menjadi Undang-Undang. Khususnya dalam hal
mencegah terjadinya pelanggaran akibat keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dan karyawan Grub Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten
Sinjai, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Sinjai menyampaikan beberapa Hal sebagai
Berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada
Pasal-Pasal sevbagai berikut:

Pasal 7 Ayat (2) huruf (u),yang berbunyi:
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

Serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana di maksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah
sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 69 huruf (h), yang Berbunyi:

Dalam Kampanye dilarang :
h.Menggunakan Fasilitas dang anggaran Pemerintah dan pemerintah daerah;

Pasal 70 ayat (1), yang Berbunyi:

Dalam Kampanye, Pasangan calon dilarang melibatkan:
a.Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

Pasal 72 Ayat (1), Yang berbunyi:
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(1) Pelanggaran atas ketentuan Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69
huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 76 ayat (1),Huruf (d) , yang berbunyi:

(1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Yang mengusulkan Pasangan calon
dan pasangan calon Perseorangan di larang menerima sumbangan atau bantuan lain
untuk Kampanye yang berasal dari:

d. Badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah,dan usaha milik desa atau
sebutan lain.

Pasal 187 Ayat (3) dan ayat (6), yang berbunyi:

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan
kampanye Pemilihan Bupati/Walikota Sebagaimana di maksud dalam pasal 69 huruf g,
huruf h, huruf i, Atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1) satu
bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sedikit Rp.100,000,00 (Seratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000,000,00 (Satu juta Rupiah).

(6) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari
atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1)
dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ,dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh
empat)bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200,000,000.00 (Dua ratus juta
rupiah)atau paling banyak Rp.1.000,000,000,00(Satu Miliar Rupiah).

Pasal 189,Yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara,
pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota kepolisian Negara
Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau
sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat ke Lurahan
sebagaimana di maksud Dalam pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu)bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp.600,000,00 (Enam ratus ribuh rupiah) atau paling banyak Rp.6.000,000,00
(Enam juta Rupiah).

2. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,Pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 7, yang berbunyi:

Para Anggota Direksi, Komisaris, dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain
penghasilan yang sah.
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Pasal 25, yang berbunyi:
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta,
dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ;

b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya Pada instansi/lembaga pemerintah Pusat
dan daerah; dan/atau

c. Jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33, yang berbunyi:
Anggota Komisaris dilarang memangku jabatn rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN ,badan usaha milik daerah.badan usaha milik
swasta,dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ;
b. Jabatan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Pasal 53, yang berbunyi
Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta,
dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

b. Jabatan Struktual dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga pemerintah pusat
dan daerah ;dan/atau

c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Pendirian Perum dan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 62, yang berbunyi:
Anggota Dewan pengawas Dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta,
dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan ; dan/atau
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89,Yang berbunyi:

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan BUMN dilarang untuk
memberikan atau menawarkan atau menerima, Baik langsung maupun tidak langsung,
sesuai yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seseorang pejabat pemerintah
untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan
tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

3. Berdasarkan ketentuan pada peraturan pemerintan Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang pendirian,Pengurusan,Pengawasan,dan pembubaran Badan Usaha Milik
Negara,Pada Pasal-Pasal Sebagai berikut:

Pasal 21, yang berbunyi:
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(1) Anggota Direksi Dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN ,badan usaha milik daerah.badan usaha milik
swasta

b. Jabatan struktual dan fungsional lainya dalam instansi/lembaga Pemerintah
pusat  dan daerah;dan/atau

c. Jabatan Lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-
Undangan.

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

(2) Anggota Direksi BUMN Merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),masa jabatangnya sebagai anggota Direksi BUMN Berakhir terhitung sejak
terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam hal-hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk di rangkap dengan
jabatan anggota Direksi BUMN,Maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri
dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pengangkatannya
Pada BUMN.

(4) Anggota Direksi BUMN Yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi
BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (Tiga puluh) Hari tersebut.

Pasal 22, yang berbunyi:

(1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai Politik dan/atau calon/anggota
legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 54, yang berbunyi:

(1) Anggota Komisaris Dan Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkapm
sebagai:

a. Anggota Direksi pada BUMN,Badan Usaha milik daerah,Badan Usaha milik
Swasta;

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan;dan/atau

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

(2) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana di
maksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai aggota Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.

(3) Dalam Hal seseorang pun yang menduduki jabatan yang di larang untuk di rangkap
dengan Jabatan anggota Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana di maksud
pada ayat (1) di angkat sebagai anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,Maka
yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling
lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak Pengangkatannya pada BUMN.

(4) Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang Tidak mengundurkan diridari
jabatanya semula sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai
anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir dengan lewatnya 30 (Tiga
puluh) Hari terakhir.
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Pasal 55, yang terbunyi:

(1) Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik
dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau
kepala/wakil kepala daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 97, yang berbunyi:

(1) Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota
legislatif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bagi karyawan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, Komisaris dan
Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum,
anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan
pribadi dari kegiatan BUMN yang bersangkutan.

4. Berdasarkan ketentuan pada Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Nomor: S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan/atau sebagai pengurus Partai Politik
atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada angka-angka dan huruf-
huruf, sebagai berikut:

1. Dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, Direksi, Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN diminta untuk
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN yang
akan menjadi:

1) calon anggota DPR, DPRD, atau DPD;
2) calon Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau

3) calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil
Walikota,

harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari Jjabatannya sebagai
Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau karyawan Grup BUMN
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan
pengaturan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pada masing-masing
perusahaan.

b. Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan
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Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemillihan Kepala
Daerah.

c. Tidak menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset,
anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN, untuk
kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang
berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

d. Menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang
berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk
kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

€. Melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan
Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan
Pemilihan Kepala Daerah.

f. Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari
penyalahgunaan  jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta
menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.

2. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang
menjadi pengurus partai politik.

3. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang
merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat
Kepala/WakilKepala Daerah definitf.

4. Direksi BUMN diminta untuk menyosialisasikan dan mengingatkan kembali terkait
keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dan
larangan penggunaan sumber daya Grup BUMN dalam kegiatan politik praktis Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sinjai mengimbau:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada
keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah
ditetapkannya pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di
wilayah Kabupaten Sinjai.

2. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum
maupun setelah ditetapkannya Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala
Daerah di wilayah Kabupaten Sinjai, dalam bentuk penggunaan fasilitas negara,
fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan serta mengimplementasikan imbauan ini
kepada jajaran Grup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Kabupaten
Sinjai dalam proses penyelenggaraan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sinjai,
dan
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4. Melaporkan dan/atau menyampaikan dungaan dan sengketa proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah
Kabupaten Sinjai ke pada Bawaslu Kabupaten Sinjai.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tembusan: e
1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan, sebagai laporan
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai

3. Yth. Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Kepengurusan
Tingkat Kabupaten Sinjai
4. Arsip
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